
WALIKOTA BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR 7 1  TAHUN 2 0 1 7  

TENT ANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN 

PADA DINAS PENDIDIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka melaksariakan ketentuan dalam 

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 

Tahun 2 0 1 6  tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekn.is Satuan 

Pendidikan pada Dinas Pendidikan. 

1 .  Undang - Undang Nomor 1 7  Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 3  T ah u n  1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nornor 1 7  Tahun 1950 

·  (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan 
Kota-Kota Besar dan Kota.-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik / 
Indonesia Nomor 551 ) ;  (  
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2. Undang·Undang Nemer 20 Tahun 2003 ten tang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 3 0 1 ) ;  

3.  Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2 0 1 4  Tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nornor 6 ,  Tarnbahan Lembaran 

· Negara Republik Indonesia Nornor 5494); 
5.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 

Pemerinta.han Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2'014 Nomor 244 1  Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali drubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 

Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah (Lembarari 

Negara Republik Indonesia Tahun 2'015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota rnadya Daerah Tingkat 

II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243); 
7. Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4496); 
8. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara =: 
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Menetapkan 

Indonesia· Tah 
un 2005 Nornor 165)  Tambahan 

Lembaran Negar R . 
a epublik Indonesia Nornor 4593);  

9. Peraturan Pemenn· tah R . epublik Indonesia Nomor 1 8  

Tahun 2016  tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 1 1 4 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) ; 
10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 7  tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T'ah'un 2 0 1 7  Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  

1 1 .  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2 0 1 4  tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 2  

Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peratuan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ; 

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2 0 1 5  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahuri 2 0 1 5  Nornor 2036) ; 

13 .  Peraturan Daerah Nornor 4 Tahu.n 2016 tenta.ng 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kata Blitar Tahun 2 0 1 6  Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN 

PADA DINAS PENDIDIKAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Daia.m Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1 ·  Daerah adalah K�ta Blitar. 
2 P · tah Kota Blitar. 
· ernerintah Daerah adalah Pemenn 

3· Waiikota adalah Walikota Blitar, . 
4 . • didikan Kota Blitar. 

· Dinas Pendidikan adalah Dinae Pen 
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I{epala Dinas _adalah Kepala Dinas Pendidikan. 
5. 

sekolah Dasar yang selanjutnya d.isingkat SD adalah jenjang paling 
6, 

dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang d il ak s an ak an  dalam 
waktU 6 tahun. 

satuan Pendidikan SD adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan 
1. 

sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada 
jenjang Sekolah Dasar Negeri. 

B. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat S M P  adalah 
jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan 
pendidikan S D  atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam k u r u n  
waktu 3 t ah u n .  

9 .  Satuan Pendidikan SMP adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada 
jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri. 

1 0 .  Taman kanak - kanak yang selanjutnya ctisingkat TK adalah jenjang 

pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidtkan bagi 

anak usia empat tahun sampai enam tahun dalam bentuk pendidikan formal 

di Indonesia. 

1 1 .  Satuan Pendidikan TK adalah Satuan Pendidikan yang melaksariakan 

sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini 

padajenjang Sekolah Taman Kanak � kanak negeri. 

1 2 .  Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri. 

1 3 .  Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama Negeri. 
1 1 4 .  Kepala TK adalah Kepala Satuan Pendidikan Tarnari Kanak -Kanak 

Negeri. 

1 5 .  Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut U PT  adalah unsur 

pelaksana kegiatan teknis operasional clan/ atau kegiatan teknis 

penunjang Dinas Pendidikan. 
16 .  -Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang ber'iai fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
( 1 )  Dengan Peraturan walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Satuan Pendidikan Anak Usia D:i. f 
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(2) satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  terdiri 
dari: 

a. Satuan Pendidikan SD Negeri; dan 
b. Satuan Pendidikan SMP Negeri. 

(3) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  adalah Taman kanak- kanak. 

(4) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) ,  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

(5) Satuan Pendidikan Anak usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

BAB III 
. . . KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Satuan Pendidikan SD Negeri 
Paragraf 1 

Kedudukan 
Pasal 3 

( 1 )  Satuan Pendidikan SD Negeri merupakan UPT pada jenjan·g perididikan 
dasar yang melandasi jenjang pendidikan SMP. 

(2) Satuan Pendidikan SD Negeri dipimpin oleh seorang Kepala SD, yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, 
khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang 

pendidikan SD. 

(3) Kepala SD merupakan guru yang diberi tugas tarnba.hari sebagai Kepala 
Sekolah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 

(1 )  Susunan organisasi Satuan Pendidikan SD terdiri dari: 
a. Kepala Sekolah; dan 
b. Kelompok J'abatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi . Satuan Pendidikan SD s·ebagaimana 

dimaksud pada, ayat ( 1 ) ,  sebagaimana tercantum d alarn Lampiran III 
Peraturan Walikota ini. 
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(3) Pada Satuan Pendidikan SD dapat dfberrruk pembagian tugas 
internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD. 

(4} Pembagian tugas internal b . se agaunana dimaksud pada ayat (3) ,  
merupakan jabatan non struktural yang secara operasional 
bertanggungjawab kepada Kepala SD. 

(5} Pembagian tugas internal sebagaitnana dimaksud pada ayat (3) ,  
disesuaikan dengan kebutuhan. 

Paragraf 3 

Uraian Tugas 
Pasal 5 

( 1 )  Satuan Pendidikan SD Negeri mernpunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SD 
di sekolah masi.ng-masing. 

(2) Dalam melaksanakan ttrga'sriya sebagaimana dimalcsud pada ayat ( 1 ) ,  

Kepala SD berkewajiban mengoordinasikannya derigan Dinas 
Pendidikan. 

(3) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

Kepala SD mempunyai tugas: 
a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SD Negeri dalarn 

rangka mendayagunakan surnber daya sekolah secara optimal 
untuk memenuhi standar nasional pendidikan; 

b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan 
ketentuan Peraruran Perundang-unda:ngan dan su.m.ber data yang 
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

c. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, 
perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi 

kepegawaian; 
d ta. usahaan admmistra.si untuk · mengelola pelaksanaan pena 

mendukung kegiatan belajar merigajar di Satuan Pendidikan SD 

Negeri; 
e · ·  .  ·  si sekolah pada jenjang SD sesuai dengan · mengembangkan organ1sa 

kebutuhan· 
' 

f. me 1 bah.· dan p. engembangan sekolah menuju organisasi ��� � .  f  
Pembelajaran yang efektif; 
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g. rnenciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dari inovatif 
bagi pembelajaran peserta didik; 

h. rnengelola guru dan tenaga admmistraei dalarn rangka 
pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal; 

i. mengendalikan pengelolaan saran.a dan prasarana sekolah yang 
dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal; 

j .  mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalarn rarigka 
pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah; 

k. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan 
administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah secara berjenjang; 

I. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan. pelaporan 

pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SD Negeri; 
m. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah 

masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang 

berlaku; 

n . mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana 

operasional pada kegiatan belajar rnengajar peridid.ikari SD di 

sekolah masing-masing; 

o. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/ 

Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang 

tugas jabatannya guna pencapaian kinerjajabatanny·a; 

q. memeriksa basil kerja Pelaksanaj'Pejabat Furigaicnal z Bawahan 
sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/ 
Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka 

penilaian kinerja; 
s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan ses'uai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

u.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugasjabatannya. 

Bagian Kedua 
Satuan Pendidikan SMP Negeri 
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aJ1l .rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
(2) Dal k . .  b  .  

Kepala sMP Negeri ber ewaji an mengoordinasikannya dengan Dinas 
pendidikan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaitnana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
Kepala SMP mempunyai tugas: 

a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SMP dalam 
rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal 
untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan: 

' 
b. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan 

sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan; 
c .  mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SMP sesuai 

dengan kebutuhan; 
d .  mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju 

organisasi pembelajaran yang efektif; 

e. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif 
bagi pembelajaran peserta didik; 

f. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka 
pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal; 

g. mengendalikan pengelolaan sarana dan pra.sararia sekolah yang 
dipimpinnya dalarn rarigka pendayagunaan secara optimal; 

h.  mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalarn rangka 
pendirian dukungan ide, surnber belajar dan pernbinaan sekolah; 

i .  mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksariaan penataan 
administrasi/dokum.entasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berjenjang; 

. dalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelaporan j .  mengen 
1. laan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SMP penge o 

Negeri; 
ak

an analisa masalah pengelolaan rnanajemen di Sekolah 
k. melaksan . g sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria; 

masing-rnasm 
dalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana 

1 mengen · b 1 · · d idik: SMP di ·  pada kegi.atan e ajar mengajar pen 1 ucan 
operasional . . 

sing-mas1ng, 
sekolah ma . al/ .  ikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungs1on 

rnendistnbUS bid k I rn. sesuai 1 ang tugas jabatannya guna e ancaran 
aawahan 

· ·  a.an  tugas; I 
pel_�san 
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Paragraf 1 
Kedudukan 

PasaI 6 

S ruan Pendidikan SMP ( 1 )  a ·  Negeri merupakan UPT pada jenjang 
pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 

(2) Satuan Pendidikan SMP Negeri dipimpin oleh seorang Kepala SMP yang 
berada di bawah dan bertanggunma::wab ,... d K al Di 

QI Kepa a ep a mas. 

(3) Kepala SMP merupakan guru yang di beri tugas tambahan sebagai 
Kepala Sekolah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal 7 

( 1 )  Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri terdiri dari: 
a. Kepala Sekolah; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan SMP sebagairnaria 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 
W alikota ini. 

(3) Pada Satuan Pendidikan SMP dapat dibentuk pembagian tugas 
internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP. 

(4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) ,  
merupakan jabatan non struktural yang secara operasional 

bertanggungjawab kepada Kepala S1v1P. 

(5) Pembagian tugas internal sebagaimaria dimaksud pada ayat ( 4 ) ,  
disesuaikan dengan kebutuhan. 

Paragraf 3 
Urman Tugas 

Pasal 8 

( 1 )  Satuan Pendidikan SMP Negeri 
sebagian tugas bidang penclidikan 
SMp di sekolah masing-masing. 

8 
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n. membimbing Pelaksana . . 
. . /PeJabat Fungsional/Bawahan sesuru 

b1dang tugas Jabatanny 
rik a guna pencapaian kinerjajabatannya; 

0. meme sa basil kerja P . . · bid elaksana/PeJabat Fungs1onal/Bawahan sesuru 1 ang tugas jabatann 
al . Ya sebagai bahan evaluasi; 

p mengev uas1 pelaksan . 
· aan tugas Pelaksana/Pejabat Fungs1onal/ 

Bawahan sesuai target ki . . . . . neIJa yang diperjanjikan dalarn rangka penilaian kineIJa; 
q menyampaikan saran d · an Pert:imbangan kepada Atasan sebagai 

bahan masukan guna k 1 e ancaran pelaksanaan tugas; 
r melaporkan pelak:san · aan tugas kepada Atasan sesuai bidang 

tugasnya sebagai dasar pengamb'l k bii 
1 an e ijakan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugas jabatannya. 

Bagian Ketiga 
Satuan Pendidikan Tarnari Kanak - Kanak Negeri (TK Negeri] 

Paragraf 1 
Kedudukan 
Pasal 1 1  

( 1 )  Satuan Pendidikan TK Negeri merupakan UPT pada jenjan.g pendidikan 
anak usia dini yang melandasijenjang pendidikan SD. 

(2) Satuan Pendidikan TK Negeri dipimpin oleh seorang Kepala TK, yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, 
khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang 

pendidikan SD. 
(3) Kepala TK merupakan guru yang diberi tugas tarnbahan sebagai Kepala 

Sekolah. 

Paragra.f 2 

susunan Organisasi 
Pasal 12 

'  clidikan TK terdiri dari: 
( 1 )  Susunan organisasi Satuan Pen 

a. Kepala Sekolah; dart 
Fungsional. 

b. Kelompok Jabatan ·sasi Satuan Pendidikan TK sebagaimana 
(2) Bagan susunan organ1 . tercantum dalam Lampiran v 

( 1 )  sebagaunana 
dimaksud pada ayat ' 
Peraturan Walikota mi. 

Dipindai dengan CamScanner 

f 1 0  

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


(3) pada Satuan Pendidikan TK 
internal/sekolah yang dit ta dapar dibentuk pernbagian tugas e pkan de . . ngan Keputusan Kepala TK. 

(4) pernbagian tugas internal . . . sebagaimana di merupakan Jabatan non irriakaud pada ayat ( 3 ) ,  
.  Struktural bertanggung jawab kepada Kepala TK. yang secara operasional 

(S) pembagian tugas internal b . . se agaunana dimak disesuaikan dengan kebutuh sud pada ayat ( 3 ) ,  
an. 

Paragraf 3 
Uraian Tugas 

Pasal 13 

Satuan Pendidikan TK . Negeri mempunyai tugas melaksanakan 
sebagiari tugas bidang pendidik d 1 1 an an pengajaran pada perididikari TK 
di sekolah masing-masing. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
K e p al a  TK berkewajiban mengoordinastkannya dengan Dinas 
Pendidikan. 

' .  (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
K e p al a  TK mempunyai tugas: 

a. memimpin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jenjang TK 
Negeri dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara 
optimal untuk memenuhi standar riasional pendidikan; 

b. merencanakan program dan kegiatan . sekolah berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan surnber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaart kegiatan; 
c. mengelola �eiaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, 

. al tan kan tor di sekolah serta administrasi 
perlengkapan dan per a . .  

kepegawaian; enatausahaan administrasi untuk 
d .  mengelola petaksanaan P . . 

b 1
.  iar mengaJar di Satuan Pendidikan TK 

mendukung kegiatan e aj 
Negeri; . ekolah pada jenjang TK sesua.i dengan 

e. mengembangkan organisas1 s 

kebutuhan; an sekolah menuju organisasi ( 
dan pengeJllbang 

f. mengelola peru bahail 
. ang ef ektif; pembelaJaran Y 1 1  
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g. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif 
bagi pembelajaran peserta didik 

' h. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka 
pendeyegunaan sumbe d · · r aya manus1a secara optimal; 

J. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang 
dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal; 

j. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka 

pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah; 
k. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan 

administrasi/dokutnentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah secara berjenjang; 

1. mengendalikan dan mengoord"inasikan penyusunan pelaporan 
pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan TK Negeri; 

rn. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah 
masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang 

berlaku; 
n. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana 

operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan TK di sekolah 
masing-masing; 

o. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/ 
Bawahan sesuru bidang tugas jabatannya gu.na kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang 
tugas jabatannya guna pencapaian kinerjajabatannya;. 

. · k .. Pelaksana./Pejabat Ftrngsiorial z Bawahari q. memeriksa hasil erja . 
. . tu as ·abatannya sebagai bahan evalu aai; 

sesuru bidang g J . , - JP· ·  . .  b  t  Furigsional ,' Iaksanaan tugas Pelaksana. eja a r. mengevaluasi pe . iikan dalam rangka 
· · �tlg diperianj · Bawahan sesuai target kinerja r-- 

penilaian kinerja; . . . .  bangan kepada Atasan sebagai 
. . saran dan pertilll .. 

s. menyampaikan . laksanaan tugas; 
kelancaran pe 

bahan masukan guna _ d Atasan sesuai bidang 
tugas kepa a 

t. melaporkan pelaksanaan bilan kebijakan; dan 
' · dasar pengam ib rik oleh Atasan tugasnya sebaga.1 . lain yang d'i e · an 

kedmasan 
u, mela.ksanakan tugas 

· batanilYa. sesuai dengan tugas Ja 
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Pasa.1 1 8  

( 1 )  J{oordinator Wilayah Kecam 
atan sebagaim di k d d 1 P l 

ie  mempunyai tugas : ana ma su a am asa 

a. melakukan koordinasi la 
Yanan administrasi sekolah pada satuan 

pendidikan di wilayah kerjanya; 
b. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada aspek 

pengelo1aan.. administrasi sekolah yang terkait langsung dengan 
peningkatan efesiensi dan efektivitas guna mendukung 
terlaksananya proses pembelajaran pada satuan pendidikan di 
wilayah kerjanya; 

c. Melaksanakan pembimbingan kepada saruan pendidikan di wilayah 
kerjanya dalam menyusun program sekolah, rencana kerja dan 
sistem infonnasi dan manajemen; 

d. mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai target ki.n·erja yang 
diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas: 

f. melaporkan pelaksanaan tugas . kepada Atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugas jabatannya 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat { l ) ,  

Koordinator Wilayah Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan 

dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan 

f 

BAB VI 

TATAKERJA 
Pasal 18 

(I) Dalam rnelaksanakan tugasnya Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP dan 

Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan 
Pemenntah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing- 
lllasing. 

12) I<:epa1a TK, Kepala SD, Kepala SMP berkewajiban memberikan petunjuk, 
birnbingan dan mengawasi pekerjaan Bawahan yang berada daJam 
ling1c Ungannya. 
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· Satuan ·  b F ·  d'd!1mn TK Negen, 
(3) PeJa at ungsional pada Satuan Pen 1 �.. .  .  i  secara tekntS pendid1kan SD Negeri dan Satuan Pendidikan S M P  Neger . . . . . d secara teknts admm1stratif bertanggung jawab pada Kepala D1nas an 

·awab pada 
0

perasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung J 

Kepal� Sekolah. 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Wali.kota Blitar 
Nomor 2 5  Tahun 2 0 1 4  tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata. Kerja Unit 
Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 20 

Peraturan Walikota irii mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan f>eraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Blitar . 

Ditetapkan di Blitar 
pada tanggal 28 Desernber 2 0 1  7  

WALIKOTA BLITAR, 

Ttd. 

MUH. SAMANHUDI ANWAR 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 28 Desember 2 0 1 7  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

Ttd. 

Rudy Wijonarko 
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 7 1  

Salinan sesuai dengan aslinya 
kepa1a Bagian Hukum dan Organisasi 

I 

JUARI 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19651204 198603 1 006 
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LAMPIRAN I PERATUR.AN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR : 7 1  TAHUN 2 0 1 7  
TANGGAL: 28 DESEMBER 2 0 1 7  

SATUAN PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH KOTA BLITAR 

sATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI TERDIRI DARI : 
J. 

1 .  UPT Satuan Penclidikan SDN Karangsari 1 
2. UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 2 
3. UPT Sa�an Pendidikan SON Karangsari 3 
4. UPT Satuan Pendidikan SON Turi 1 

5. UPT Satuan Perididikan SDN Turi 2 
6. UPT Satuan Penclidi.kan SDN Pakunden 1 
7. UPT Satuan Pendiclikan SDN Pakunden 2 
8. UPT Satuan Pendidikan SDN Tanjungsari 1 

9. UPr Satuan Perididikan SDN Tanjungsari 2 

10. UPT Satuan Pendiclikan SDN Sukorejo 1 

1 1 .  UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 2 
12. UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 3 
13.  UPT Satuan Penclidikan SDN Blita.r 
14. UPT Satuan Pendiclikan SDN Tlumpu 
15. UPT Satuan Pendidikan SDN Kepanjenki.dul 1 
16. UPr Satuan Pendidikan SDN KepanjenkiduJ 2 
17 .  UPI' Satuan Pendidikan SON Kepanjenlor 1 

18 .  UPT Satuan Pendidikan SDN Kepanjenlor 2 

19 .  UPT Satuan Pendidikan SDN Kepanjenlor 3 

20. UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman 1 

2 1 .  UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman 2 

224 · ·UPT Satuan Pendidikan SDN Benda 1 

23. UPT Satuan Pendidikan SON Benda 2 

24. UPT Satuan Pendidikan SON Tanggung 1 
25. UPT Satuan Pendidikan SON Tanggung 2 
26. UPT Satuan Pendidikan SON Ngadirejo 1 

27. UPT Satuan Pendidikan SDN Ngadirejo 2 

28. UPT Satuan Pendidikan SON Sentul 1 

29. UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 2 

30. UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 3 

31 .  UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 4 

32. UPT Satuan Pendidikan SON Sananwetan I 

33. UPT Satuan Pendidikao SON Sanarrwetan 2 

34. UPT Satuan Pendidikan SON Sananwetan 3 

35. UPT Satuan Pendidikan SON Bendogerit 1 
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36. UPT Satuan Pendidikan SDN Bendogerit 2 
37. UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 1 
38. UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 2 
39. UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 3 
40. UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 4 

4 1 .  U PT  Satuan Pendidikan SDN Plosokerep 1 
42. UPT Satuan Pendidikan SDN Plosokerep 2 
43. UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 1 
44. -UPT Satuan Penclidikan SDN Gedog 2 
45 . - ·UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 3 
46. UPT Satuan Pendidikan SDN Klampok 
47. UPT Satuan Pendidikan SDN Rembang 1 
48. U:Pf Satuan Pendidikan SDN Rembang 2 

II. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENEGAH P£RTAMA NEGERI TERDIRI 

D AR I :  

1 .  UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 

2. UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 
3. UPT Satuan Pendidikan SMPN 3 

4. UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 

5. UPT Satuan Pendidikan SMPN 5 

6 .  UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 

7. UPT Satuan Pendidikan SMPN 7 

8. UPT Satuan Pendidikan SMPN 8 

9. UPT Satuan · -, Pendidikan SMPN 9 

WALIKOTA BLITAR 

Ttd. 

MUH. SAMANHUDI ANWAR 

I( Salinan sesuai dengan asliny� . 
epa1a Bagian Hukum dan Orgarusast 

� 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19651204 198603 1 006 
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR : 7 1  TAHUN 2 0 1 7  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2 0 1 7  

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMERINTAH KOTA BLTTAR 

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERDIRI DARI : I. 

1 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kecamatan 
Kepanjenkidul 

2 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kata Blitar 

3 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Tlumpu 

4 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Blitar 

5 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Kepanjenlor 

6 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Ngadirejo 1 

7 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Klampok 

8 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Rembang 

9 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pakunden 

10 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Tanggung 1 

1 1  UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Karangtengah 

12  UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Bendogerit 1 

WALIKOTA BLITAR 

Ttd. 

MUH.SAMANHUDIANWAR 

Salinan sesuai dengan aslinya . 
Kepa1a Bagian Hukum dan Organisasi 

JU ARI 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19651204 198603 1 006 
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LAMPIRAN III PERATURAN wALJKOTA BLITA.R 

NOMOR : 71 TAHUN 2017 

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 

KEPALA DINAS 
PENDIDIKAN 

KEPALA SATUAN 

PENDIDIKAN 
SEKOLAH DASAR 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL DAN/ ATAU 

JABATAN PELAKSANA 

WAUKOTA BLITAR 

Ttd. 

MUH. SAMAN'HuDI ANWAR 

· · · dengAD asJinya 
. Sa J 1 n a n  sesuai �'"' · Kepala. Bagian Hukum dan "V'Aa:,._..-sam 

3UARI 
pembina Tinglcat I 

NIP· 19651204 198603 t 006 
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LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR : 7 1  TAHUN 2017 

TANGGAL : 28 DESEMBER 2 0 1 7  

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

KEPALA DINAS 
PENDIDIKAN 

KEPALA SATUAN 
PENDIDIKAN 

SEKOLAH 
MENENGAH 

PERT AMA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL DAN/ ATAU 

JABATAN P£LAKSANA 

WALfKOTA BLITAR 

Ttd. 

MUH� SAMANHUDI ANWAR 
, .  

Salinan. sesuai dengan aslinJ7a: . 
I{ePala Bagiari Hukum dan Organ1sas1 

JU.ARI I 
Pembina Tingkat 1 006 

NIP. 19651204 198603 
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LAMPIRAN V PERATURAN WALII{OTA BLITAR 
NOMOR : 7 1  TAHUN 2'017 
TANGGAL : 28 DESEMBER 2'017 

BAGAN SUSUNAN ORGANlSASI 
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK 

KEPALA DINAS 
PENDIDIKA.N 

KEPALA SATUAN 
PENDfDIKAN 

T AMAN KANAK­ 
KANAK 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL DAN/ ATAU 

JABATAN PELAKSANA 

WALIKOTA BLITAR 

Ttd. 

MUH. SAMANHUDI ANWAR 

I( 
8alinan sesuai dengan aslinya 

epala Bagian Hukum dan Organisasi 

JU ARI 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19651204 198603 1 006 
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